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Wawancara Dengan Ibu Mauliza ,S.H, M.H Selaku Praktisi Hukum 

1. Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana penipuan? 

Jawaban : 

Pengaturan tindak pidana penipuan diatur dalam BAB XXV Pasal 378 –  

Pasal 395 KUHP, sedangkan pengaturan tindak pidana penipuan yang 

terdapat diluar KUHP diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 

tentang  Informasi Transaksi Elektronik jo pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Informasi Transaksi Elektronik  UU No. 11 Tahun 

2008  

2.  Bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana penipuan berdasarkan 

putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2937/Pid.B/2020/PN.Mdn? 

Jawaban : 

Penerapan sanksi yang diterapkan oleh hakim berdasarkan Putusan 

Pengadilan Negeri Medan No. 2937/Pid.B/2020/PN.Mdn sudah sesuai 

dengan unsur-unsur yang terpenuhi termaksud dalam tindak pidana 

penipuan yang disebutkan dalam KUHP pasal 378 yang sudah ada. 

1. Unsur “barang siapa’’; yaitu bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam 

perkara Putusan No. 2937/Pid.B/2020/Pn Mdn  adalah setiap orang sebagai 

subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali 

termaksud terdakwa ahcmad indra batubara yang dapat dituntut serta diminta 

pertanggungjawaban atas perbuatanya. 

2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
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secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu 

dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain 

atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang’’; 

 

3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 

2937/Pid.B/2020/PN.Mdn? 

Jawaban : 

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan 

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2937/Pid.B/2020/PN.Mdn yaitu:  

1. hakim menerapkan pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur antara lain 

yaitu 

a. Unsur barang siapa 

bahwa yang maksud dengan barang siapa dalam perkara in casu adalah 

setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak 

pidana tanpa kecuali termasuk terdakwa Ahmad Indra Batubara yang 

dapat dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatan 

b. Unsur dengan maksud 

Hendak mengguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu 

muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain atau 

supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang 
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2. terdakwa pertanggungjawaban pidana merupakan orang dewasa, yang 

sehat jasmani dan rohaninya, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat 

menghapus pertanggungjawaban pidananya 

 

4. Bagaimana ancaman hukum terhadap tindak pidana penipuan berdasarkan 

putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2937/Pid.B/2020/PN.Mdn? 

Jawaban : 

Ancaman sanksi pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP dengan 

penjara selama-lamanya 4 tahun dan denda sebesar Rp. 900.000 ( 

sembilan ratus rupiah), Sedangkan ancaman pidana yang diatur diluar 

KUHP dalam pasal 45A UU No. 19 Tahun 2008 dengan penjara paling lama 

6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

 

5. Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan? 

Jawaban : 

Pengaturan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam BAB XXIV Pasal 

372 KUHP sedangkan pengaturan tindak penggelapan yang diatur diluar 

KUHP diatur dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 

UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang 

diatur dalam pasal 8 
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6. Bagaimana ancaman sanksi tindak pidana penipuan dengan penggelapan? 

Jawaban : 

Ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan 

penjara selama-lamanya 4 tahun dan denda sebesar Rp. 900.000 ( 

sembilan ratus rupiah), sedangkan ancaman pidana yang diatur diluar 

KUHP dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 dengan penjara paling 

singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak  

sebesar Rp. 750.000.000.00 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah) 

7. Apa perbedaan tindak pidana penipuan dengan tindak pidana penggelapan? 

Jawaban : 

Objek penipuan berpindah secara melawan hukum dengan cara 

memperdaya korban agar memberikan atau menghapuskan hutang yang 

dalam hal ini tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan 

objek dalam penggelapan merupakan terbatas pada barang atau uang dan 

sudah dikuasai orang lain tanpa melawan hukum 

8. Apa landasan hakim dalam menjatuhkan putusan? 

Jawaban : 

1. Landasan filosofis  

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan 
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pandang hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana 

kebatinan serta bangsa indonesia yang bersumber dari pancasila dan 

pembukaan UU 1945 

2. Landasan sosiologis  

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang 

dibentuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta 

menyangkut fakta empris mengenai perkembangan masalah dan 

kebutuhan masyarakat serta negara 

3. Landasan yuridis  

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang 

dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan 

hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan 

diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa 

keadilan masyarakat 

 

9. Apakah menurut ibu pertimbangan hukum sudah tepat atau sesuai dengan 

fakta-fakta yang ada berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Medan No. 

2937/Pid.B/2020/PN.Mdn? 

Jawaban : 

Menurut saya hakim keliru dalam menerapkan seharusnya hukumannya 

hakim menerapkan pasal 372 KUHP  dalam perkara tersebut atau hakim 
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menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan kedua yang diajukan 

penuntut umum, sebab objek penggelapan berupa uang sudah dikuasai 

oleh siterdakwa saat meminta bertanggungjawabnya terdakwa hak 

memenuhinya, sehinggabunsur-unsur pengelapan terpenuhi 

 

10. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa jika terdakwa keberatan 

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 

2937/Pid.B/2020/PN.Mdn? 

Jawaban : 

Jika terdakwa keberatan dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Medan 

dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatra Utara 
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